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I’KRATUKAN BUPATI MKSUJI
NOMOR 0? TAHUN 2023

TENTANG
PHKUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MKSUJI NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

PEMUNC.UTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada

para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan

penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan

retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu

melakukan penyesuaian tergadap ketentuan pemberian

insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor

47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian,
Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa pemberian insentif pemunbgutan pajak daerah

dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf

a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkntkan

kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi

daerah, sehingga beketjn dengan jujur, bersih dan

bertanggungjawab;
c. bahwa sebagaimanapertimbangan

dimaksud pada huruf a tersebut diatas. perlu

rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

berdasarkan
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IViulumn Itupaii Nornor 47 Tiihun 2021 tentang Tata
( 'ma I’rnilx'IIMII , I’rnmnlaatnn dan Meanran Insentif
IVimmgutan 1 ’iijak Dariah dan RcdrfbuKi Darrah .

Mengingiit 1 Uuduiig Undnng Nomor 28 Tiihun 1090 tentang

IVnvrlrnggauimi Negara yang Bemili dan Bebaa dari
Korupsi, Kolusi, clan Nepotisme ( I/;mbnran Negara
Rrpublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4933);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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! limiting Umliing Nomor I
llulumgiin Kruangtin antnra Pemerintah
IViurrintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia lahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Tata Cara

lahun 2022 Tentang
Pusat dan

Republik

tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedomam Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun

2011 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun

(Lembaran DaerahPajak Daerah2012
Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

tentang

Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Daerah Kabupaten MesujiPajak Daerah (Lembaran

Tahun 2017 Nomor 1);
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14 lYiatuiitn Dtirmh Knbupufrn Mr*,up Nomor Tnhun

.'01 2 trntnng l\ «*LTIIIIINI JIINII IJmiim ( l /- iiiliman Dnrrah

Kuhupulrn Mmujl Tnhun 2012 Nomoi 3) vbagmmnrm

trlnh dmhuh driigmi lYmtiuim Diirtnh Kabupaten Menuji

Nomoi I Tnluin 201 H tentang iVrubnhiin ata« I'eraturan

Dneinh Knlmpnten Mesuji Nomor 3 Tnhun 2012 tentang

Retnbusi Jiiaa linuiin ( Lembaran Daerah Kahupaten

Mesuji Tnhun 2018 Nomor I );

15. IVrnturnn Daerah Kahupaten Mesuji Nomor 4 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kahupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kahupaten Mesuji

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kahupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Mesuji Tahun 2018 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran

Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji

Tahun 2012 Nomor 36);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten

Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR

47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,

PEMANKAATAN DAN BESARAN INSENT1F PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
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PASAI. I
llelx- rapa krtrntimn datum IViatumn Ihipall Mmuji Nomnr 47 Tahun 2021
trntang Tata Cara IViidarian , I Vmanfaalan <ian Mrsaran Inwnfif
fVmungutwn l \yuk Man ah dan KrlrlliiiRl Dan ah (llnita Daerah Tahun 2021
Nomor 47) diuUih i»rhagai hriikut

1 krtmtuan Pasal 1 angkn I , nngka 2 dan angka 6 diuhah serin nngka 5
ddiapua. sehtnggn I’asal 1 herhunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Da’am IVraturan Bupati ini, yang dimnksud (icngan :
1 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
y ang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
5. Dihapus.
6. Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya disebut Kepala Bapenda

adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar besamya kemakmuran rakyat.

9. Rctribusi Daerah , selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus
disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang
pribadi atau Badan.
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10. Prnruingutnn adalab swatw nuiKkaimi kegiatan mulai dari pcnghimpunan
data objrk dan aubjek pajak , prnrntuan braarnya pajak yang terutang

Htitnpai krgiatan pmgiban p^Jak kepada wajib pajak acrta pengawaetan

penyrtorann.va,

11 Insentif IVimingutan Pajak Dacrah dan Rctrihual Dacrah, aclanjutnya

diarbut Inarntif adalab tambahan pcngbanilan yang dibrrikan wrbagai

t»rnghargaan atan kinrrja tcrtentu dalntn mplakaanakan pcinungutan
1'aiak dan Krthbusi.

\ J Instansi j>rlak8ann pcmungutan Pnjnk Daerah dan Rctribusi Daerah
adalab instansi yang ditugaskan olch pemerintah daerah untuk
melaksanakun pemungutan I’ajak Dacrah dan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus sehinggan
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
(1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan

retribusi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional

dibayarkan kepada :
a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan

Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing masing.
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan

keuangan daerah.
c. Dihapus.
d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa dan

kecamatan, Kepala Desa dan Camat dan tenaga lainnya yang
ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak: dan

e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan
Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c
angka 3 dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
(1) Bcsamya pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) ditetapkan sebagai berikut :
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a. Insentif Pajak Bum! dan Bangunan (PBB) untuk Perdesaan dan
Perkotaan, yakni sebesar 5% x Realisaai dengan imbangan
pembagian :
1 ) Bupati Mesttji
2) Wakil Bupati Mesuji
3) Dihapus
•4) Bapcnda
5) Petugas Kecamatan
6) Petugas Desa/Kelurahan

b. Insentif Pajak Daerah, selain Pajak Bumi dan Bangunan yang
dikelola oleh Bapenda dengan imbangan pembagian :
1) Bupati Mesuji
2) Wakil Bupati Mesuji
3) Dihapus.
4) Bapenda

c. Insentif Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh Instansi pelaksana
pemungutan Pajak dan Retribusi lain, dengan imbangan
pembagian sebagai berikut :
1) Bupati Mesuji
2) Wakil Bupati Mesuji
3) Dihapus
4) Instansi Pemungut Pajak/ Retribusi
5) Bapenda

(2) Besamya pembayaran insentif dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
angka 5, huruf b angka 4 dan huruf c angka 4 dan angka 5, dibagi
dengan imbangan sebagai berikut :

a. 15% (lima belas persen) untuk Kepala Bapenda atau Kepala
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;

b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Staf Bapenda atau Staf
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dan/atau
pihak lain yang terkait.

: 6%
: 4 %

43,5%
5 %

41,5 %

: 15 %
: 10 %

: 75%

:12,5%
: 7,5%

: 65 %
: 15 %

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :
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Pnsal 11
(1) Target penerimaan Pajak dan Retrihusi sebagai dasar pcmberian insentif

ditetapkan dalam Anggaran Prndapatan dan Belanja Daerah dijabarkan
secara triwulan.

(2) Penjabaran target penerimaan untuk Pajak dan Retribusi scbagaimana
dimaksud pada .ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

a. Sampai dengan triwulan I ditetapkan sebesar 15 % dari target

penerimaan;
b. Sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 40 % dari target

penerimaan;
c. Sampai dengan triwulan III ditetapkan sebesar 75 % dari target

penerimaan;

d. Sampai dengan Triwulan IV ditetapkan sebesar 100% dari target
penerimaan.

PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanma dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal ° } Koyryh*2023
P). BUPATI MESUJI,

Diundangkan di Mesuji

pada tanggal 0? A/a/<W*-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR ??
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